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 ABSTRACT 

 

Local governments are one of the government entities that must continue to 

strive to improve transparency and accountability in financial management 

to realize good governance. The purpose of the study was to determine the 

effect of government accounting standards, human resource competence, 

and the use of information technology on the quality of financial statements 

of the local government of Yogyakarta City. This type of research is 

quantitative research with sampling using purposive sampling methods with 

certain criteria. The hypothesis testing tool uses SPSS. The results of this 

study prove that the application of appropriate government accounting 

standards, as well as increasing investment in the quality of adequate human 

resources, and optimal use of technology can improve the quality of local 

government financial statements in Yogyakarta City. The implication of this 

research is that the improved quality of local government financial 

statements assists government entities in optimizing financial management 

to meet the needs of the community. 
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PENDAHULUAN 

Sistem otonomi daerah merupakan sistem pemerintahan yang telah diterapkan di negara Indonesia. 

Sistem otonomi daerah memiliki wewenang untuk menata dan mengurus seluruh kegiatan pemerintahan 

secara mandiri (Schakel & Romanova, 2022). Sebagai bentuk pertanggungjawaban maka pemerintah 

daerah wajib menyampaikan seluruh laporan keuangannya. Sistem akuntansi yang baik dibutuhkan agar 

terciptanya laporan yang akuntabel dalam mencapai tujuan organisasi secara transparansi, akuntabilitas, 

efisiensi, dan efektifitas. Laporan keuangan yang sudah dibuat dan kemudian audit oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) hasilnya akan disampaikan pada pemangku kepentingan terutama 

DPRD/DPR dan seluruh masyarakat (Setyaningrum et al., 2020). Hasil audit laporan keuangan 

pemerintah daerah berguna untuk pengambilan keputusan berlandaskan dengan informasi yang sudah 

diaudit secara terbuka, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.  

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat evaluasi berbentuk opini dari 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang 

Pengecekan Pengelolaan serta Tanggung Jawab Keuangan Negeri, mengatur 4 opini yang di berikan 

oleh pemeriksa BPK. Opini tersebut adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan 

pengecualian (WDP), tidak wajar (TP), dan pernyataan menolak memberi opini atau tidak memberi 

pendapat (TMP). Furqan et al. (2020) menyatakan bahwa penentuan opini didasarkan pada empat 

kriteria berikut, yaitu: (1) kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan yang di dasarkan dengan 

sistem akuntansi akrual, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan. dan peraturan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian internal. 
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Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada bulan Oktober tahun 2022 terdapat 9.158 temuan dengan 

nilai sebesar Rp18,37 triliun. Temuan yang berhubungan dengan kelemahan sistem pengendalian 

internal sebanyak 7.020 dan 8.116 permasalahan berhubungan dengan ketidakpatuhan ketetapan 

peraturan undang-undang dengan nilai sebesar Rp17,33 triliun. Ditemukan pula 538 permasalahan 

berhubungan dengan penerapan ekonomi, efisiensi dan efektifitas dengan nilai sebesar Rp1,04 triliun. 

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Tahun 2022 atas laporan keuangan pemerintahan pusat sebanyak 

137 laporan keuangan. Sebagian besar (132 laporan keuangan) mendapat opini WTP. Laporan 

Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) memperoleh opini WDP sebanyak 4. Pada tahun 2021 dari 

542 LKPD, terdapat 1 (satu) pemerintah daerah yang belum melaporkan LKPD, yaitu Pemerintah 

Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Berdasarkan pemeriksaan 541 laporan keuangan, terdapat 500 

pemerintah daerah mendapat opini WTP (92,4%), opini WDP 38 (7%), serta 3 pemerintah daerah 

mendapatkan opini TMP (0,6%) (BPK RI, 2022). 

Hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 menyatakan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh 

opini WTP. Hal ini dimungkinkan karena terdapat komitmen nyata dari DPRD dan manajemen 

Pemerintah Kota Yogyakarta yang mendorong perbaikan atas pengelolaan keuangan, dengan 

mengimplementasikan prinsip pengelolaan keuangan sesuai standar. Tetapi BPK masih mendeteksi 

adanya masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangannya, masalah tersebut adalah: pengelolaan 

piutang pajak serta retribusi daerah belum mencukupi, pengelolaan izin reklame belum tertib, dan 

pengelolaan aset tetap belum tertib (BPK RI Perwakilan DIY, 2022).  

Penelitian sebelumnya telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di 

pemerintah daerah di Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut menemukan bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi (Ayem & Amahala, 2023; Erawati & Abdulhadi, 2018), sistem informasi akuntansi (Ayem 

& Amahala, 2023), kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern (Rahmawati et 

al., 2022) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan 

literatur lainnya menemukan komitmen organisasi (Ayem & Amahala, 2023), pemahaman sistem 

akuntansi keuangan dan kapasitas sumber daya manusia (Erawati & Abdulhadi, 2018) tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  

Kebaruan penelitian ini menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas sumber 

daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan yang 

sebelumnya belum pernah di lakukan di pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Penerapan standar yang 

optimal dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan yang 

disajikan dalam laporan keuangan. Kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan dan 

pelaporan keuangan juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dapat menghasilkan laporan 

keuangan lebih akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Pemanfaatan teknologi informasi dapat 

meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam menyusun serta menyajikan informasi keuangan 

dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 

TINJAUAN LITERATUR 

Stewardship Theory 

Stewardship theory menekankan bahwa individu dalam organisasi, khususnya manajer dan dewan 

direksi, bertindak sebagai pengelola (steward) yang perilakunya secara alami selaras dengan 

kepentingan organisasi dan pemangku kepentingannya. Menurut pandangan teori ini, pemimpin 

organisasi termotivasi untuk melayani kepentingan dan misi terbaik organisasi, daripada didorong oleh 

motif mementingkan diri sendiri. Stewardship theory mempromosikan gagasan bahwa individu 

bertindak sebagai penjaga nilai dan hasil, khususnya dalam lingkungan pemerintahan, dan bukan 

semata-mata dimotivasi oleh kepentingan pribadi (Perlman et al., 2020). Stewardship theory 

menunjukkan tanggung jawab atas kinerja yang baik dengan mengungkapkan laporan keuangan yang 
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secara akurat mewakili kekayaan dan sumber daya daerah (Arifin, 2020). Teori ini bertujuan untuk 

menawarkan informasi berharga dalam laporan keuangan untuk menilai kepengurusan manajemen, 

menekankan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.  

Resource Dependence Theory 

Resource dependence theory atau teori ketergantungan sumber daya menekankan bahwa organisasi 

harus memperoleh sumber daya eksternal untuk mencapai kesejahteraan (Yu & Greer, 2023). Teori 

ketergantungan sumber daya menyoroti berbagai dimensi ketergantungan, termasuk ketergantungan 

lokasi, antarorganisasi, dan intraorganisasi, dan menggarisbawahi pentingnya mengelola 

ketergantungan ini secara efektif (Jiang et al., 2023). Keberhasilan organisasi terletak pada pengelolaan 

ketergantungan dan hubungan mereka dengan entitas yang mengendalikan sumber daya organisasi. 

Menurut teori ini, pemerintah daerah akan lebih mungkin menghasilkan laporan berkualitas tinggi 

mengunkan sumber daya internal dan tidak terlalu bergantung pada sumber daya eksternal serta 

mempunyai otonomi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. 

Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Penerapan standar akuntansi pemerintahan menjadi subjek penelitian dan diskusi di berbagai negara 

seperti Indonesia, Malaysia, dan Nigeria. Di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, transisi ke 

akuntansi akrual telah menjadi prioritas pemerintah melalui pengembangan standar akuntansi, 

kebijakan, dan sistem informasi yang relevan untuk mendukung penerapan akuntansi akrual (Ismail et 

al., 2018; Muhtar, 2022). Penerapan standar tersebut memerlukan pemahaman menyeluruh tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti pengendalian intern, kompleksitas wilayah, dan desain 

ulang sistem (Muhtar, 2022; Yusof & Jaafar, 2018). Oleh karena itu, perlu memahami dan mematuhi 

standar akuntansi pemerintah untuk mengembangkan laporan keuangan berkualitas yang memenuhi 

standar yang disyaratkan. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan 

penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah (Ramadhan et al., 2022; Ramandei et al., 2019) Berdasarkan penjelasan, maka 

hipotesis yang diajukan: 

H1: penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Kualitas sumber daya manusia berfokus pada peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk 

memberikan layanan terbaik. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat penting bagi 

keberhasilan organisasi, sehingga dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan visi organisasi 

(Mukhlis & Suharyo, 2022). Kualitas sumber daya manusia dipandang sebagai faktor penting untuk 

keberlanjutan dan daya saing di berbagai sektor, seperti akuntansi, kesehatan, pendidikan (Ha et al., 

2020; Khurniawan et al., 2020; Vanhaecht et al., 2022) dan pemerintah. Sumber daya manusia yang 

berkualitas sangat penting untuk menjamin profesionalisme dalam menyusun dan menyajikan informasi 

keuangan (Lubis et al., 2022). Kualitas sumber daya manusia dalam menerapkan standar akuntansi 

pemerintahan sangat penting untuk menyusun laporan keuangan yang akurat. Penelitian sebelumnya 

menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia (Azizah & Aswar, 2022; Lestari, 2021; Lubis et 

al., 2022; Masnila et al., 2021; Raudhatinur et al., 2023) dan kapasitas sumber daya manusia (Lestari, 

2021) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan 

penjelasan, maka hipotesis yang diajukan: 

H2: kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 
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Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi dalam 

teknologi informasi untuk mengoptimalkan kapasitas sumber daya yang bertujuan untuk mengelola 

keuangan dan menyediakan informasi keuangan kepada masyarakat. Teknologi informasi berkembang 

pesat dan mempunyai peluang untuk dimanfaatkan secara luas sehingga dapat memberikan peluang 

bagi berbagai pihak untuk mengelola dan menggunakan informasi keuangan daerah secara akurat dan 

tepat waktu. Dampaknya, teknologi informasi akan memudahkan penyajian laporan keuangan dan 

pengolahan data transaksi secara tepat waktu. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya 

yang menemukan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah (Lestari, 2021; Ramadhan, et al., 2022; Ramandei, et al., 2019). 

Berdasarkan penjelasan, maka hipotesis yang diajukan: 

H3: pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah.  

METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data dikumpulkan melalui instrumen kuesioner, yang 

secara langsung disebar kepada responden. Populasi penelitian ini ialah Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Kota Yogyakarta, berjumlah 28 SKPD. Sampel penelitian ini merupakan sekretariat, badan, 

serta dinas pada setiap SKPD di Kota Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling. Responden pada penelitian ini yaitu pegawai bagian keuangan/tata usaha 

keuangan. Responden penelitian ini berjumlah 145 responden. Pengukuran pada kuisoner penelitian ini 

memakai 5 skala Likert. Metode analisi regresi linier berganda adalah cara uji yang digunakan. Alat uji 

hipotesis menggunakan software SPSS. 

Penerapan standar akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai penerapan atas pedoman pemerintah 

dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun 

pemerintah wilayah dalam rangka menggapai transparansi serta akuntabilitas. Indikator untuk 

mengukurnya yaitu tingkat penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 

sampai 12. Indikator tersebut menggunakan 28 item pertanyaan. Kualitas sumber daya manusia 

didefinisikan sebagai pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan seseorang yang dapat digunakan 

untuk menghasilkan pelayanan optimal. Terdapat 4 indikator untuk mengukur variabel kualitas sumber 

daya manusia yaitu keterampilan, pengetahuan, dan perilaku (Sukhemi & Sari, 2023). Berdasarkan 

indikator kualitas sumber daya manusia menggunakan 24 item pertanyaan. 

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatan 

teknologi informasi dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Terdapat 4 indikator untuk mengukur 

variabel pemanfaatan teknologi informasi yaitu pengetahuan teknologi informasi, pemrosesan 

informasi, penyimpanan informasi, dan teknologi komunisasi (Sukhemi & Sari, 2023). Berdasarkan 

indikator pemanfaatan teknologi informasi terdapat 10 item pertanyaan. Kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah merupakan suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, dari 

transaksi keuangan yang berasal dari pemerintah daerah sebagai informasi pertanggung jawaban 

pengelolaan keuangan dan pengembalian keputusan keuangan. Terdapat 4 indikator untuk mengukur 

variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan dan 

dapat dipahami. Berdasarkan indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terdapat 11 item 

pertanyaan.  

HASIL PENELITIAN 

Penelitian dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang disebar selama 1 (satu) bulan. Sampel 

penelitian berjumlah 145 terdiri dari 6 sekretariat, 5 badan, dan 17 dinas. Berdasarkan jumlah kuesioner 
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yang sebanyak 145 responden atau 28 SKPD yang menjadi sampel pada penelitian. Kuesioner sebanyak 

25 tidak dikembalikan, dan sebanyak 18 rusak, sehingga kuesioner yang dapat diolah sebanyak 102 

kuesioner. Berdasarkan hasil karakteristik responden di tunjukkan pada Tabel 1. Karakteristik 

responden dalam penelitian ini mencerminkan keragaman yang relevan dengan topik pengaruh 

penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi 

informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Karakteristik responden 

mencerminkan keragaman ini dari segi jenis kelamin responden laki-laki dan perempuan memiliki 

representasi yang seimbang dari jenis kelamin.  

Karakteristik umur responden sebagian besar responden berusia relatif muda yaitu kurang dari 30 tahun 

sebesar 44,1%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pandangan generasi muda dapat memberikan 

wawasan baru tentang masalah yang diteliti. Selain itu, latar belakang pendidikan responden mencakup 

berbagai tingkatan, mulai dari diploma hingga gelar master, namun mayoritas memiliki pendidikan 

diploma sebesar 47,1%. Latar belakang jurusan pendidikan yang menduduki jabatan staf keuangan dan 

tata usaha keuangan mayoritas dari jurusan akuntansi sebesar 64,7%. Latar belakang jurusan akuntansi 

mendukung pemerintah daerah untuk mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang di 

hasilkan. Mayoritas responden adalah staf keuangan dengan pengalaman kerja minim yaitu kurang dari 

5 tahun sebesar 49%. Hal ini menunjukkan pengalaman baru lulusan jurusan akuntansi menerapkan 

pengetahuan yang relevan tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.  

Tabel 1. Karakteristik Responden 

Klasifikasi  Total Persentase 

Jenis Kelamin Laki-laki 37 36,3% 

Perempuan 65 63,7% 

Umur < 30 tahun 45 44,1% 

31-40 tahun 26 25,5% 

41-50 tahun 23 22,5% 

>50 tahun 8 7,8% 

Pendidikan SMA/SMK 12 11,8% 

Diploma 48 47,1% 

Sarjana 34 33,3% 

Master 8 7,8% 

Jurusan Akuntansi 66 64,7% 

Lainnya 36 35,3% 

Jabatan Kepala 2 2,0% 

Staf keuangan 87 85,3% 

Tata usaha keuangan 13 12,7% 

Lama kerja < 5 tahun 50 49,0% 

5-10 tahun 12 11,8% 

10-15 tahun 23 22,5% 

>15 tahun 17 16,7% 

Sumber: Data diolah (2024) 

Berdasarkan Tabel 1., diketahui bahwa sebagian besar responden adalah perempuan (63,7%) 

yang berusia <30 tahun (44,1%). Rata-rata pendidikan pada umumnya adalah diploma dan 

sarjana (80,04%), sebagai staf keuangan (85,3%), dengan lama bekerja <5 tahun (49,0). 

Penelitian ini melakukan uji validitas dan reliabilitas data penelitian (Tabel 2). Berdasarkan 

Tabel 2, seluruh item pertanyaan keempat variabel dapat dinyatakan valid dan reliabel. Tabel 

2 diketahui bahwa hasil kuesioner yang telah disebarkan dapat diandalkan untuk menjadi alat 

ukur dalam penelitian ini. 
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Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Penerapan standar akuntansi pemerintah 0,893 Reliable 

Kualitas sumber daya manusia 0,811 Reliable 

Pemanfaatan teknologi informasi 0,850 Reliable 

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 0,902 Reliable 
Sumber: Data diolah (2024) 

Pengujian yang terakhir yaitu uji hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 5%. Berdasarkan pengujian hipotesis (Tabel 3) menunjukkan pengaruh 

penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan 

teknologi informasi memiliki nilai signifikansi < 5%. Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan 

bahwa ketiga hipotesis didukung. 

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian Beta t Sig. Keterangan 

(Constant) 0,981 0,152 0,880  

PSAP → KLKPD 0,125 2,527 0,013 H1 didukung 

KSDM → KLKPD 0,138 2,016 0,047 H2 didukung 

PTI → KLKPD 0,435 4,014 0,000 H3 didukung 

F hitung = 23,411, Sig. = 0,000 

Adjusted R2 = 0,400 

    

Catatan: PSAP (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah), KSDM (Kualitas Sumber Daya Manusia), PMI 

(Pemanfaatan Teknologi Informasi), KLKPD (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama (Tabel 3) menunjukkan pengaruh penerapan standar akuntansi 

pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai t hitung 0,152 dengan 

signifikansi 0,013, sehingga H1 didukung. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang semakin 

optimal mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis 

akrual dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Ramadhan et al., 2022; Ramandei 

et al., 2019). Penerapan standar akuntansi pemerintah yang baik ditunjukkan dengan penerapan standar 

akuntansi pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan dalam pembuatan laporan keuangan berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kota 

Yogyakarta. Pemerintah menganut budaya baru untuk mengikuti jalur International Public Sector 

Accounting Standards (IPSAS), sehingga berbagai negara memiliki kecenderungan menuju standar 

akuntansi berbasis akrual (Gomes dos Santos & Albuquerque, 2024) terutama di Negara Indonesia. 

Standar sistem akuntansi berguna sebagai informasi perencanaan sumber daya untuk menganalisis, 

mengukur, mengevaluasi setiap alternatif proses pengambilan keputusan (Esparza-Aguilar et al., 2016; 

Latifah et al., 2020) dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan pengaruh kualitas sumber daya manusia pemerintah daerah terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai t hitung 2,016 dengan signifikansi 0,047, 

sehingga H2 didukung. Kualitas sumber daya manusia pemerintah daerah yang semakin baik mampu 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas 

laporan keuangan pemerintah (Azizah & Aswar, 2022; Dewi et al., 2019; Lubis et al., 2022). Kualitas 

sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting untuk dikelola dan dioptimalkan 

dengan cara memperkecil kesenjangan antara kompetensi yang diharapkan dengan kompetensi yang 

dimiliki pegawai (Lumbanraja et al., 2023). Pegawai harus mempunyai kompetensi teknis yang baik, 
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yang mengharuskan mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang relevan guna mencapai 

tujuan organisasi (Diansari et al., 2023). Sumber daya manusia yang kompeten sangat penting untuk 

menjamin profesionalisme dalam menyusun dan menyajikan informasi keuangan secara akurat (Lubis 

et al., 2022). Kompetensi pegawai yang baik akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan 

berdampak pada kinerja pemerintah. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga (Tabel 3) menunjukkan pengaruh pemanfaatan teknologi 

informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai t hitung 4,014 dengan 

signifikansi 0,000, sehingga H3 didukung. Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin baik mampu 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah (Lestari, 2021; Ramadhan et al., 2022; Ramandei et al., 2019). 

Pemanfaatan teknologi informasi membantu pemerintah daerah dalam membuat laporan keuangan 

sistematis dan terintegrasi, dan dapat meminimalkan kesalahan pencatatan keuangan. Perkembangan 

teknologi informasi memudahkan aparatur pemerintah seluruh aktivitas pengelolaan keuangan tercatat 

dan terdokumentasi secara akurat dan sistematis. Pemanfaatan teknologi informasi membantu 

penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan akurat, lebih cepat dan tepat waktu, sehingga mampu 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Sukhemi & Sari, 2023). 

KESIMPULAN 

Kesimpulan penelitian ini membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah yang tepat, 

serta peningkatan investasi kualitas sumber daya manusia yang memadai, dan pemanfaatan teknologi 

yang optimal mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Yogyakarta. 

Penerapan beberapa hal tersebut menjadi strategi efektif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola laporan keuangan. Penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatas hanya menguji strategi pemerintah dalam penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas 

sumber daya manusia, dan pemanfaatn teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah di Kota Yogyakarta. Saran penelitian selanjutnya dapat meneliti faktor lain yang 

dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti ketidakstabilan politik, 

kondisi ekonomi, dan kapasitas organisasi. Kemudian saran penelitian selanjutnya merubah subjek 

penelitian, sehingga penelitian dapat digeneralisasi. Implikasi penelitian ini pemerintah dapat 

mengapdute standar akuntansi pemerintah daerah secara berkala, serta berinvestasi pada sumber daya 

manusia, dan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
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